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WALI KOTA PAYAKUMBUH

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 900 1.2 /81,47, uug /wiz - yk /204

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah  menyatakan  bahwa Untuk
pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan pejabat
yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan
Dana (SPD), menandatangani Surat Perintah Membayar
(SPM),  mengesahkan  surat pertanggungiawaban,
menandatangani Surat Perincah Pencairan Dana (SP2D),
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Penerimaan Pembanta dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu, dan Fejabat lainnya dalam
rangka pelaksanaan Anggarar. Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD);

bahwa berdasarkan surag Menteri Dalam Negeri Nomor
900.1.15.1/21143/Keuda tentang Pedoman Pelalksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belasja  Daerah Tahun
Anggaran 2025, Kepala Dasrah s2gera  menctapkan
pejabat pelaksana APBD TA 2025 pada Satuan Xerja
Pengelola Keuangan Daerah (SKPKL! ‘an Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Pasal
4 dan Pasal 125 Peraturan Pe 1erintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuzngan Daerah,;

bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 204 /PMK.07 /2022 perihal Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus Nonfisik, bahwa mulai tahun 2023
Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas
akan disalurkan secara langsung dari Rekening Kas
Umum Negara (RKUN) ke rekening Puskesmas. Untuk
pengelolaan dana BOK tersebut harus ada penetapan
Bendahara BOK Puskesmas dan Nomor Rekening
dimaksul ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah:
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU
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hahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan
pendidikan yang didanai melalui dana Bantuan
bperasional Satuan Pendidikan perlu menetapkan
Bendahara Dana BOP;

bahwa berdasarkan periimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d,
perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Pejabat untuk Pelaksanaan Anggararn Pendapatan dan
Belanja Daerah di Lingkungaa ° Pemerintah Kota
Pavakumuh;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terak:ir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota
Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6977,

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Normor 8 Tahun 1970
tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan
Payakumbuh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Payakumbuh Nomor 69); .
Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2024 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor ©00.1.15.1/21143/Keuda
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:

MEMUTUSKAN :

Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pejabat untuk
P_elaksana.an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Payalkumbuh.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

+ Pejabat untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Be.anja Daerah sebagairnana yang dimaksud pada diktum
KESATU adalah:

a.

b.

[@]

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat
Penyediaan Dana (SPD);

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat
Perintah Membayar (SPM);

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2L);

. Pejabat yang ditunjuk menetapkan Surat Ketetapan

Pajak Daerah (SKP-D) dan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKR-D)

. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

dan
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

Menetapkan dan memberi wewenang kepada pejabat pada
nomor 1 kolom 3 dengan jabacan yang tercantum dalam
kolom 5, spesimen tanda tanzan dan paraf scbagaimana
yang tercantum dalam kolom 6 dar 7 pada Lampiran I
Keputusan ini untuk menandatangani Surat Penyediaan
Dana (SPD) dan Surat Ketetapan Pajak Dacrah (SKP-D).
Menetapkan Pegawai Negeri Sipii yang tersebut namanya
dalam kclom 4 Lampiran II sebagai Pengguna Anggaran
(PA}) dan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani :

a.

SPM Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang Persedian (GU)
semua program/kegiatan/subxegiatan, SPM Tambah
Uang Persediaan (TU) dan SPM Pembayaran Langsung
(LS) untuk program/kegiatan/subkegiatan yang tidak
dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kolom 3
Daftar Lampiran II Keputusan ini.:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penge’ola Penerimaan
Daerah;

Pengguna Anggaran (PA) sebagairnana diriaksud diktum
KEEMPAT mempunyai tugas:

a.
b.

G

d.
. melakukan pengujian atas tagihan dan

menyusun RKA SKPD;

menyusun DPA SKPD;

melakukan tindakan yang mer.3akibatkan pengeluaran
atas Beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

n. menandatangani SPM;

mengelola Utang dan Piutang Daeral: yang meniadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan lteuangan
SKPD yang dipimpinnya;

mengawasi  pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya; ' -



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN
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| menetapkan pejabat lainnva dalan: SKPD  yang

dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan

Daerah; dan

m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Menetapkan Pegawal Negeri Sipil yang tersebut namanya
dalam kolom 5 sebagal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
dan sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM Tambah Uang Persediaan (TQ) dan

SPM Pembayaran Langsung (LS) program/kegiatan/
subkegiatan yang dilimpahkan oleh PA  sebagaimana
kolom 3 Dartar Lampiran II Keputusan ini.

Tugas dan wewenang KPA sebagaimana dimaksud pada
diktum KEENAM sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas Beban anggaran belanja; '

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan

memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yvang telah
ditetapkan;
melaksanakan pemungutan retribusi caerah:;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi

tanggungjawabnya; dan

g melaksanakan tugas KPA ainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundar.g-undangan.

Menetapkan Pegawai Negeri Gipil yang ‘ersebut namanya
dalam kolom 6 sebagai Bendahara Penerirnaan, kolom 7
sebagal Bendahara Pengeluaran dan %olom 8 sebagai

Bendahara Pengeluaran Pembaniu sebagaimana
tercantum pada Lampiran Il Keputusan ini.

Tugas dan wewenang Bendahara Penerisraan, Bendahara

Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
sebagaimana dimaksud pada diktiim KEDELAPAN sebagai
berikut:

a. Bendahara Penerimaan:

1. menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas
Umum Daerah, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah
yang diterimanya;

I

2. menyetor seluruh uang yang diterima sebagai
Pendupatan Daerah ke rekening winum kas daerah
paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang
tersebut diterima.

3. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung Jjawabrniya dengan
nenyampaikan laporan pertanggungjawaban
pencrimaan kepada Pengguna Arggaran melalui
PPK-SKPD  paling larnbat tangzal 10 bulan
berikutnya; dan

4. menyampaikan laporan dan pertenggungjawaban
secara [fungsional atag pengelo'an uang yang
menjadi tanggung Jawabrya dengan
menyampaikan laporan Esrtanggungjawaban
pencrimaan kepada PPKD ss.a<= BUD dengan

%




KESEPULUH

KESEBELAS

KEDUABELAS

KETICABELAS

tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran:

1. mengajukan permintaan pembayaran
mengpgunakan SP? UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP
L.S; menerima dan menyimpan U", GU, dan TU,;
melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU
vang dikelolanya; _
3. menolak perintah bayar dzri PA yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

S. membuat dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban secara administratif kepada
PA  dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan

6. memungut dan menyetorkan pajek sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-ur.dangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. mengajukan permintaan pembayaran
menggunakan SPP TU dan SPP LS;

2. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari
Bendahara Pengeluaran;

3. menerima dan menyinipan TU dari BUD:

4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP
dan TU yang dikelolanya;

©. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,;
6. meneliti kelengkapan dokumen rembayaran;

7. memungut dan menyetorkan pzjal: sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8. membuat laporan pertanggui:gjawaban  secara

administratif  kepada KPA  dan laporan
pertanggungjawaban  secara ‘unasional wepada
Bendahara Pengeluaran secars pericdik.

Menetapkan dan memberi wewenang kepada pejabat pada

nomor 1 kolom 3 dengan jabatan yang tercantum dalam

kolom 5 spesimen tanda tangan dan ‘paraf sebagaimana

yang tercantum dalam kolom 6 dan 7 pada Lampiran III

Keputusan ini untuk menanda tangari Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) dalam pelaksanaan APBD.

Menetapkan dan memberi wewenang kepada pejabat pada

nomor 2 kolom 3 dengan jabatan tercantum dalam kolom

S pada Lampiran III Keputusan ini untuk menanda tangani

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam pelaksanaan

APBD, jika pejabat yang dimaksud diktum KESEPULUH

berhalangan atau dinas keluar daerah sampal Pejabat

yang dimaksud kembali melaksanakan tugas.

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya

dalam kolom 3 sebagai Bendahara Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) Puskesmas, sebagaimana tercantum

pada Lampiran IV Keputusan ini.

Menetapkan Bendahara Bantuan Operasional Satuan

Pendidikan  (BOSP) Jenjang PAUD, SD, SMP dan

Pendidikan  Kesetaraan Negeri/Swasta, sebagaimana

tercantum puda Lampiran V Keputdasan ini.

N0
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KEEMPATBELAS

Dengan  ditetapkannya  keputusan  ini Keputusan
Wali Kota Nomor 900.65/669/WK-PYK/2023 tentang
Penetapan  Pejabat  untuk Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dj Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Keputusan Waii Kota Nomor
900.1.3/31.43.420,»’WK-PYK,’2024 tentang  Perubahan
Kesebelas Atas Keputusan Wa Kota Nomor
900.65/669/WK-PYK/2023 tentang Peretapan Pejabat
untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pavakumbuh.

KEENAMBELAS Keputusan ini mulai berlaku pada tanggai ' Januari 2025,
Ditetapkan di Payakumbuh
paqats.}%'m;ggal 30 Detromber  aeay

.Pj. WALl KOTA PAYAKUMBUH,
TR, b
RETT _ {3"' ) o
o clob ;
DL
Tembusan disampaikan kepada Yth: e

1. Saudara Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh.

2. Saudara Pemimpin Bank Nagari Cabang Payakumbuh di Payakumbuh.

3. Saudara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

S. Arsip.
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